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Abstract 

This study examines the compilation of village-level Direct Cash Assistance (BLT) data as an 

efficiency measure in managing social assistance information in Nainggolan Sub-district. The 

topic was chosen due to problems of inconsistent data formats and incomplete recipient identities, 

which complicate administrative processes. The method applied is descriptive qualitative, 

utilizing physical documents as secondary administrative data that were reorganized, validated, 

merged, and standardized using Microsoft Excel. The findings indicate that BLT data can be 

organized more neatly, documented, and consistent, while also providing an overview of 

variations in compliance among villages. In conclusion, BLT data compilation is a strategic step 

to improve efficiency in information social assistance management, and opens opportunities for 

digital governance development at the village level. 

Keywords: BLT data compilation, public administration efficiency, village format 

standardization, digital governance 

 

Abstrak 

Penelitian ini mengkaji penyusunan data Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa/kelurahan sebagai 

langkah efisiensi dalam pengelolaan informasi bantuan sosial di Kecamatan Nainggolan. Topik 

ini dipilih karena masih terdapat masalah berupa ketidakseragaman format data dan 

ketidaklengkapan identitas penerima, yang menyulitkan proses kompilasi dan validasi. Metode 

yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan dokumen fisik sebagai data 

sekunder administratif yang kemudian ditata ulang, divalidasi, digabungkan, dan distandarisasi 

menggunakan Microsoft Excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data BLT dapat disusun 

lebih rapi, terdokumentasi, dan konsisten, sekaligus memberikan gambaran variasi kepatuhan 

antar desa. Kesimpulannya, penyusunan data BLT merupakan langkah strategis untuk 

meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi bantuan sosial, serta membuka peluang 

pengembangan tata kelola digital di tingkat desa. 

Kata Kunci: Pendataan BLT, efisiensi administrasi publik, data, standarisasi format desa, 

digitalisasi tata kelola 

 

PENDAHULUAN 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan instrumen kebijakan sosial yang 

dirancang untuk memberikan dukungan finansial langsung kepada masyarakat miskin 

dan rentan. Sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005, BLT terus mengalami 
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penyesuaian kebijakan seiring dengan tuntutan efisiensi administrasi dan akurasi 

pendataan penerima. Hingga kini, BLT tetap relevan sebagai bagian dari perlindungan 

sosial, dengan landasan hukum terbaru yaitu Keputusan Menteri Sosial Republik 

Indonesia Nomor 239/HUK/2025 yang menekankan pentingnya pendataan penerima 

secara akurat, seragam, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam perspektif kebijakan sosial, BLT memiliki peran strategis dalam menjaga 

stabilitas masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Titmuss (1974) 

menekankan bahwa kebijakan sosial merupakan instrumen pemerataan kesejahteraan, di 

mana intervensi pemerintah melalui bantuan langsung dapat mengurangi ketimpangan 

struktural yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Sen (1999) melalui konsep 

Development as Freedom menegaskan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai 

perluasan kebebasan substantif masyarakat. BLT dalam konteks ini bukan sekadar 

transfer uang, melainkan sarana memperluas kebebasan ekonomi masyarakat miskin dari 

kelaparan, keterbatasan akses kebutuhan dasar, dan kerentanan terhadap guncangan. Hal 

ini sejalan dengan temuan Alatas et al. (2021) yang menunjukkan bahwa transfer tunai 

berkontribusi pada peningkatan kapabilitas rumah tangga miskin dalam menghadapi 

guncangan ekonomi. Malika et al. (2024) menambahkan bahwa BLT harus dipandang 

sebagai komponen integral dalam sistem jaminan sosial yang berkelanjutan. 

Efektivitas BLT sangat bergantung pada kualitas administrasi. Weber (1947) 

menekankan pentingnya birokrasi rasional dengan data yang tertib dan seragam sebagai 

prasyarat efektivitas kebijakan. Ketika format data tidak seragam antar desa, prinsip 

rasionalitas birokrasi tidak tercapai. Penelitian Bani et al. (2023) menegaskan bahwa 

lemahnya koordinasi administratif dan ketidakseragaman data menjadi hambatan utama 

distribusi BLT. Dari sisi makroekonomi, Keynes (1936) menekankan peran kebijakan 

fiskal ekspansif dalam menjaga permintaan agregat. BLT sebagai bentuk transfer tunai 

terbukti meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan menjaga konsumsi rumah 

tangga, sebagaimana ditunjukkan oleh Suryahadi et al. (2020). Musgrave (1959) 

menambahkan bahwa BLT mencerminkan fungsi distribusi dan stabilisasi dalam 

ekonomi publik, yang relevan dengan upaya pemerintah mengurangi ketimpangan dan 

menjaga kesejahteraan masyarakat. 

Dalam praktik di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, proses pendataan 

BLT masih menghadapi berbagai kendala. Ketidakseragaman format antar desa dan 
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kelurahan menyulitkan proses kompilasi, sementara banyak data yang tidak lengkap, 

seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan informasi jenis kelamin, menghambat 

validasi. Selain itu, keterlambatan atau belum adanya penyerahan dokumen pelaporan 

dari aparatur desa/kelurahan kepada pihak kecamatan menyebabkan proses pendataan 

tidak maksimal. Data dari desa yang belum menyerahkan dokumen tidak dapat diinput ke 

sistem Excel, sehingga menimbulkan kekosongan dan berisiko mengurangi akurasi serta 

efektivitas pendataan. Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana menyusun 

data BLT desa dan kelurahan secara seragam dan akurat agar proses administrasi di 

tingkat kecamatan dapat berjalan lebih tertib serta memberikan dasar yang kuat bagi 

distribusi bantuan sosial yang tepat sasaran. 

Kecamatan Nainggolan memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis 

yang khas. Wilayah ini terletak di bagian barat Pulau Samosir dengan luas sekitar 71 km², 

terdiri atas 13 desa dan 2 kelurahan, serta dihuni oleh sekitar 13 ribu jiwa dengan 

kepadatan rendah. Struktur sosial masyarakat masih didominasi oleh komunitas adat 

Batak Toba yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan solidaritas. Ekonomi lokal 

bertumpu pada sektor pertanian, hortikultura, dan perikanan darat di Danau Toba, 

sementara perdagangan tradisional dan sektor pariwisata mulai berkembang seiring 

meningkatnya kunjungan wisatawan. Letak geografis di tepi Danau Toba memberi 

keunggulan strategis sebagai jalur penghubung antarwilayah sekaligus kawasan dengan 

potensi wisata alam dan budaya. Potensi sosial dan ekonomi ini menjadi modal penting 

dalam mendukung perbaikan sistem pendataan BLT yang lebih partisipatif dan 

terintegrasi. 

Penyusunan data BLT desa dan kelurahan di Kecamatan Nainggolan ditujukan 

untuk menata administrasi agar lebih tertib, meningkatkan transparansi, serta memastikan 

bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran. Kegiatan ini sekaligus memberikan 

kontribusi nyata dalam mendukung pengelolaan bantuan sosial di tingkat lokal. Dengan 

dukungan literatur mutakhir, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas 

administrasi desa dan kelurahan serta mendukung keberlanjutan sistem jaminan sosial. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Kegiatan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada 

praktik administrasi pendataan BLT di tingkat kecamatan. Data yang digunakan 

merupakan data sekunder administratif berupa dokumen fisik daftar penerima BLT yang 
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diserahkan oleh desa/kelurahan kepada pihak kecamatan. Dokumen tersebut kemudian 

diolah menggunakan Microsoft Excel untuk memastikan keteraturan dan konsistensi 

format. 

Tahapan penerapan dilakukan secara sistematis. Pertama, data ditata ulang dan 

divalidasi dengan memeriksa kelengkapan identitas penerima, khususnya Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) dan jenis kelamin, serta memperbaiki format agar seragam. Kedua, 

data dari berbagai desa/kelurahan digabungkan dan distandarisasi sehingga terbentuk satu 

basis data kompilasi yang konsisten dan siap digunakan untuk analisis administratif. 

Ketiga, dokumen kompilasi digunakan sebagai dasar monitoring administratif oleh pihak 

kecamatan untuk mengevaluasi kepatuhan desa terhadap format baku, kelengkapan data, 

dan ketepatan waktu pelaporan. 

Keberhasilan kegiatan diukur secara deskriptif melalui persentase kelengkapan 

data (NIK dan jenis kelamin terisi), keseragaman format antar desa, serta ketepatan waktu 

pelaporan. Secara kualitatif, keberhasilan dinilai melalui evaluasi administratif terhadap 

dokumen kompilasi, sehingga dapat diketahui sejauh mana data telah memenuhi standar 

kelengkapan dan konsistensi. Dengan penerapan metode ini, kegiatan menghasilkan 

dokumen monitoring yang akuntabel dan mendukung peningkatan efisiensi serta 

transparansi pengelolaan data BLT di Kecamatan Nainggolan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan magang yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Nainggolan tidak 

hanya menjadi sarana pembelajaran praktis, tetapi juga memberikan kontribusi akademik 

dalam meningkatkan kualitas administrasi di tingkat desa/kelurahan. Nilai tambah 

kegiatan ini tampak dalam tiga dimensi: administratif, berupa penerapan format baku 

yang meningkatkan konsistensi dan transparansi data; kebijakan, berupa tersedianya 

dokumen monitoring yang dapat digunakan kecamatan untuk menilai kepatuhan 

desa/kelurahan; serta sosial, berupa dorongan bagi aparatur desa untuk lebih disiplin 

dalam menyusun laporan. Dengan demikian, kegiatan magang ini berkontribusi pada 

penguatan tata kelola bantuan sosial yang akuntabel, meskipun belum menyentuh aspek 

distribusi langsung karena keterbatasan waktu pelaksanaan (Weber, 1947; Dwiyanto, 

2006). 

Secara jangka pendek, kegiatan ini mendorong aparatur desa untuk lebih disiplin 

dalam mengisi data sesuai format baku, sehingga kualitas data meningkat dan risiko salah 
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sasaran dapat diminimalkan. Secara jangka panjang, kegiatan ini diharapkan membentuk 

budaya administrasi yang profesional dan akuntabel di tingkat desa/kelurahan, sekaligus 

membuka peluang pengembangan sistem informasi berbasis digital yang dapat digunakan 

secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan pandangan Weber (1947) mengenai birokrasi 

rasional yang mensyaratkan data tertib dan konsisten, serta gagasan Suryahadi et al. 

(2020) tentang pentingnya digitalisasi sistem informasi sosial untuk memperkuat efisiensi 

administrasi publik. 

Penyusunan data BLT di Kecamatan Nainggolan dilakukan melalui proses 

kompilasi dengan memanfaatkan dokumen fisik yang diserahkan oleh desa/kelurahan 

kepada pihak kecamatan. Dokumen tersebut berisi daftar penerima BLT, namun sering 

kali tidak seragam dalam format dan tidak lengkap dalam pencantuman identitas, seperti 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan jenis kelamin. Karena sifatnya sebagai data 

sekunder administratif, mahasiswa magang tidak melakukan pengumpulan data primer di 

lapangan, melainkan bertugas menata, memvalidasi, dan menggabungkan dokumen yang 

sudah ada. Kondisi ini menimbulkan kesulitan teknis, terutama dalam menyatukan format 

data yang berbeda antar desa, sehingga proses penggabungan harus dilakukan secara 

manual. Dari total 15 desa/kelurahan, data berhasil dihimpun dari 13 desa, sementara 2 

desa belum menyerahkan laporan. Penyusunan berbasis dokumen sekunder ini menjadi 

langkah awal untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan informasi bantuan sosial di 

tingkat kecamatan, sekaligus memperlihatkan variasi kepatuhan administrasi antar desa. 

Hal ini sejalan dengan pandangan Dwiyanto (2006) yang menegaskan bahwa kinerja 

birokrasi publik sangat ditentukan oleh kemampuan administrasi dalam menyediakan 

data yang konsisten. 

Meskipun terdapat keterbatasan, hasil kompilasi dokumen fisik dari 

desa/kelurahan tetap memberikan gambaran nyata mengenai variasi kepatuhan 

administrasi. Luaran ini dapat dimanfaatkan oleh pihak kecamatan sebagai alat 

monitoring untuk menilai desa yang belum menyerahkan data, sekaligus sebagai dasar 

untuk membangun kesadaran aparatur desa mengenai pentingnya kelengkapan dan 

keseragaman format. Dengan demikian, meskipun kegiatan magang hanya berfokus pada 

pengolahan dokumen sekunder, hasilnya tetap berkontribusi pada penguatan konsistensi 

administrasi dan efisiensi pengelolaan informasi bantuan sosial. Hal ini sejalan dengan 

pandangan Weber (1947) yang menekankan pentingnya birokrasi rasional berbasis data 
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tertib, serta Dwiyanto (2006) yang menegaskan bahwa kinerja birokrasi publik sangat 

bergantung pada kemampuan administrasi dalam menyediakan data yang konsisten. 

Indikator ketercapaian tujuan pada tahap awal dapat dilihat dari tersusunnya data 

BLT dalam format yang lebih rapi dan terdokumentasi. Walaupun waktu magang relatif 

singkat sehingga hasil jangka panjang belum dapat diamati, data yang dihimpun telah 

memberi manfaat praktis bagi pihak kecamatan. Data tersebut dapat digunakan sebagai 

alat monitoring untuk menilai kelengkapan data, sekaligus sebagai dasar untuk 

menghubungi desa/kelurahan yang belum menyerahkan laporan. Tolak ukur keberhasilan 

kegiatan ditunjukkan melalui adanya data yang lebih valid, meningkatnya kesadaran 

aparatur desa tentang pentingnya pencantuman NIK dan jenis kelamin, serta tersedianya 

dokumentasi berupa tabel distribusi penerima BLT (Malika et al., 2024). 

Manfaat praktis ini semakin terlihat karena data yang tersusun tidak hanya 

berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga sebagai acuan yang dapat dipakai 

langsung dalam proses evaluasi di tingkat kecamatan. Dengan adanya format yang lebih 

seragam, pihak kecamatan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menilai kepatuhan desa 

terhadap standar pelaporan, sekaligus mengidentifikasi kelemahan yang masih muncul 

dalam pencatatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kegiatan magang berlangsung 

dalam waktu terbatas, hasil yang diperoleh sudah memberikan kontribusi nyata dalam 

memperbaiki keteraturan administrasi dan menyediakan dokumen yang siap digunakan 

untuk tindak lanjut administratif. 

 

Gambar 1. Jumlah Penerima BLT per Desa/Kelurahan di Kecamatan 

Nainggolan Tahun 2025 

Sumber: Data BLT Kecamatan Nainggolan Tahun 2025 (data diolah) 
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Tabel ini menunjukkan variasi jumlah penerima antar desa. Dua desa, yaitu 

Siruma Hombar dan Janji Marapot, tercatat nol karena belum menyerahkan data. Hal ini 

menegaskan adanya disparitas kepatuhan administrasi antar desa. Desa yang tidak 

menyerahkan data memperlihatkan lemahnya kapasitas administratif. Kondisi ini sejalan 

dengan Weber (1947) yang menekankan pentingnya birokrasi rasional berbasis data 

tertib, serta Titmuss (1974) yang menegaskan bahwa kepatuhan administrasi merupakan 

syarat pemerataan distribusi kesejahteraan. 

 

Gambar 2. Distribusi Penerima BLT Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025 

Sumber: Data BLT Kecamatan Nainggolan Tahun 2025 (data diolah) 

Tabel ini memperlihatkan bahwa jumlah penerima perempuan (82 orang) lebih 

tinggi dibanding laki-laki (64 orang). Dominasi penerima perempuan menunjukkan 

bahwa BLT berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial bagi kelompok yang lebih 

rentan secara ekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan Titmuss (1974) bahwa 

kebijakan sosial harus diarahkan pada kelompok yang paling membutuhkan, serta Sen 

(1999) melalui konsep Development as Freedom yang menegaskan bahwa bantuan sosial 

memperluas kebebasan substantif perempuan, terutama dalam mengurangi kerentanan 

terhadap kemiskinan ekstrem. 

 

Gambar 3. Distribusi Penerima BLT Berdasarkan Pekerjaan di Kecamatan Nainggolan 

Tahun 2025 
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Sumber: Data BLT Kecamatan Nainggolan Tahun 2025 (data diolah) 

 

Tabel ini menunjukkan dominasi penerima dari sektor agraris, khususnya petani 

(92 orang). Kehadiran kelompok tidak bekerja (25 orang) memperlihatkan BLT sebagai 

jaring pengaman sosial. Keynes (1936) menegaskan bahwa intervensi fiskal pemerintah 

dapat menjaga stabilitas ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat, sementara 

Musgrave (1959) menekankan fungsi distribusi fiskal untuk mengurangi ketimpangan. 

Dengan demikian, BLT di Kecamatan Nainggolan tidak hanya memperkuat sektor 

agraris, tetapi juga melindungi kelompok paling rentan. 

Hasil kompilasi dokumen fisik menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam 

pencatatan kategori pekerjaan. Beberapa desa menggunakan istilah berbeda untuk 

pekerjaan yang secara substansi sama, misalnya petani pemilik lahan, petani penyewa, 

atau buruh tani. Bahkan ada yang mencatat pekerjaan sebagai “lainnya”, padahal tetap 

terkait dengan aktivitas agraris. Perbedaan istilah ini mencerminkan belum adanya 

standarisasi format pelaporan, sehingga berpotensi menimbulkan bias dalam analisis data. 

Fenomena ini menegaskan perlunya penerapan format baku yang konsisten agar data 

pekerjaan dapat diinterpretasikan secara lebih akurat. Dengan standarisasi, kecamatan 

dapat mengelompokkan seluruh kategori tersebut ke dalam klasifikasi “sektor agraris”, 

sehingga analisis lebih representatif dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Keynes (1936) yang menekankan peran 

intervensi fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui dukungan terhadap sektor 

produktif, serta Musgrave (1959) yang menegaskan fungsi distribusi fiskal untuk 

mengurangi ketimpangan. 

Penerapan format baku sederhana yang dipadukan dengan Microsoft Excel 

terbukti efektif dalam menata ulang dokumen fisik menjadi basis data yang lebih tertib 

dan terdokumentasi. Pendekatan ini sesuai dengan kondisi aparatur desa yang masih 

memiliki keterbatasan dalam penggunaan aplikasi digital kompleks, sehingga proses 

validasi, penggabungan, dan analisis dapat dilakukan dengan lebih mudah. Namun, 

kendala tetap muncul berupa perbedaan format antar desa dan ketidaklengkapan 

pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang berfungsi sebagai identitas 

tunggal penerima bantuan. Kekurangan NIK ini berpotensi menimbulkan masalah 

validitas data dan risiko salah sasaran (Alatas et al., 2021). 
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Kesulitan utama muncul pada tahap awal, terutama dalam menyatukan format 

data yang berbeda dan meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai pentingnya 

kelengkapan informasi. Kompleksitas bertambah karena dokumen fisik yang diserahkan 

sering kali tidak seragam dan tidak lengkap. Meski demikian, hasil kompilasi tetap 

memberikan gambaran nyata mengenai variasi kepatuhan antar desa dan dapat 

dimanfaatkan sebagai dasar monitoring administratif. Hal ini sejalan dengan Grindle 

(1997) yang menekankan bahwa kapasitas kelembagaan lokal sangat menentukan 

kualitas implementasi kebijakan. 

Ke depan, sistem pendataan BLT dapat dikembangkan melalui integrasi dengan 

basis data kependudukan nasional berbasis NIK, penerapan aplikasi digital sederhana di 

tingkat desa, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan. Agar 

data tetap mutakhir dan relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, diperlukan 

evaluasi berkala yang berbasis bukti. Dengan penguatan tersebut, pendataan BLT tidak 

hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan 

yang mendukung efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas program bantuan sosial (Bani et 

al., 2023). 

 

KESIMPULAN 

Penyusunan data BLT di Kecamatan Nainggolan memperlihatkan bahwa kegiatan 

ini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi administrasi 

bantuan sosial. Proses kompilasi dokumen fisik yang ditata ulang, divalidasi, 

digabungkan, dan distandarisasi menghasilkan data yang lebih tertib dan akuntabel. 

Namun, masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki agar tata kelola bantuan sosial 

semakin efektif. Selain itu, kegiatan ini membuka peluang pengembangan sistem 

administrasi berbasis digital di tingkat desa, sehingga pengelolaan bantuan sosial dapat 

lebih modern, transparan, dan berkelanjutan. 

Data BLT yang semula tidak seragam dan tidak lengkap berhasil ditata ulang 

menggunakan Microsoft Excel, sehingga menghasilkan dokumen kompilasi yang lebih 

rapi, terdokumentasi, dan akuntabel. Proses ini memperlihatkan bahwa dengan langkah 

sederhana, data yang sebelumnya sulit diintegrasikan dapat disusun menjadi satu basis 

informasi yang konsisten. 
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Penerapan format baku sederhana terbukti efektif dalam meningkatkan 

konsistensi data antar desa/kelurahan. Hasil kompilasi juga memperlihatkan variasi 

kepatuhan administrasi, di mana beberapa desa belum menyerahkan data. Kondisi ini 

memberi gambaran nyata tentang kapasitas administratif yang berbeda-beda, sekaligus 

menjadi alat monitoring bagi pihak kecamatan. 

Kelebihan kegiatan ini terletak pada kemampuannya memperkuat akuntabilitas 

administrasi publik. Data yang lebih tertib mendorong kesadaran aparatur desa mengenai 

pentingnya kelengkapan dan keseragaman informasi, sehingga risiko salah sasaran dapat 

diminimalkan. Selain itu, kegiatan ini juga memberi manfaat praktis berupa dokumen 

monitoring yang dapat digunakan untuk evaluasi berkelanjutan. 

Kekurangan yang ditemukan adalah ketidakseragaman format antar desa, 

ketidaklengkapan pencantuman NIK, serta dokumen fisik yang sering tidak lengkap. 

Perbedaan istilah dalam pencatatan kategori pekerjaan juga menimbulkan bias dalam 

analisis data. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran aparatur desa terhadap pentingnya 

administrasi tertib dan konsisten masih rendah, sehingga perlu adanya pembinaan lebih 

lanjut. 

Peluang pengembangan ke depan mencakup integrasi pendataan BLT dengan 

basis data kependudukan nasional berbasis NIK, penerapan aplikasi digital sederhana di 

tingkat desa, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan administrasi dan 

digitalisasi. Evaluasi berkala berbasis bukti juga diperlukan agar data tetap mutakhir dan 

relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga tata kelola bantuan sosial 

dapat lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan. 
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